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Abstrak

Konsep kafa’ah dalam fikih Islam secara normatif dipahami sebagai
pertimbangan etis dalam perkawinan dan bukan sebagai syarat sah akad
nikah. Namun, dalam praktik sosial masyarakat adat, khususnya di
kalangan bangsawan Bugis, kafa’ah kerap mengalami kontekstualisasi
yang berkaitan erat dengan status sosial, nasab, dan nilai siri’. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep kafa’ah dipraktikkan
dalam perkawinan bangsawan Bugis serta menjelaskan relasinya dengan
hukum Islam, adat, dan sistem stratifikasi sosial. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis
dan antropologi hukum, melalui analisis literatur fikih, studi hukum adat,
serta kajian terhadap penelitian-penelitian relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kafa’ah dalam konteks bangsawan Bugis telah
bertransformasi menjadi mekanisme sosial yang berfungsi menjaga
kehormatan kolektif dan stabilitas tatanan adat, terutama melalui
penekanan pada kesetaraan nasab. Meskipun tidak bersifat mengikat
secara hukum Islam, praktik tersebut memperoleh legitimasi adat selama
tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Penelitian ini
merekomendasikan pendekatan kontekstual dan interdisipliner dalam
memahami hukum perkawinan Islam agar selaras dengan realitas sosial
masyarakat adat.

Kata Kunci: Bangsawan, Bugis, Kafa’ah, Balusu, Barru, Siri’
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Abstract

In Islamic jurisprudence, kafa’ah is normatively understood as an ethical
consideration in marriage rather than a legal requirement for the validity
of the marriage contract. However, in the social practices of customary
communities, particularly among the Bugis aristocracy, kafa’ah has
undergone contextualization closely linked to social status, lineage, and
the value of siri’. This study aims to analyze the practice of kafa’ah in
Bugis aristocratic marriage and to examine its relationship with Islamic
law, customary norms, and social stratification. This research employs a
qualitative  method with a normative-sociological and legal
anthropological approach, drawing on classical Islamic legal texts,
customary law studies, and relevant scholarly works. The findings indicate
that kafa’ah in the Bugis aristocratic context has transformed into a social
mechanism that functions to preserve collective honor and maintain
customary social order, particularly through the emphasis on lineage
equality. Although kafa’ah is not legally binding in Islamic law, such
practices gain customary legitimacy as long as they do not contradict
principles of justice and human equality before God. This study
recommends a contextual and interdisciplinary approach to
understanding Islamic marriage law in order to accommodate the lived
realities of customary societies.

Keywords:. Noble Marriage, Bugis, Kafa’ah, Balusu, Siri’

PENDAHULUAN

Islam merupakan pedoman
hidup yang mengatur berbagai aspek
kehidupan manusia, termasuk dalam
pembentukan  institusi  keluarga
melalui perkawinan (Syahbani et al.,
2023). Dalam perspektif Islam,
perkawinan tidak hanya dipahami
sebagai sarana pemenuhan kebutuhan
biologis, tetapi juga sebagai bentuk
ibadah yang bertujuan mewujudkan
ketenteraman, kasih sayang, dan
keberlanjutan kehidupan manusia.
Salah satu konsep yang dikenal dalam
fikih perkawinan adalah kafa’ah,
yaitu kesepadanan antara calon suami
dan istri dalam beberapa aspek
tertentu  yang dipandang dapat
memengaruhi keharmonisan rumah
tangga. Dalam literatur fikih klasik,
kafa’ah lebih ditekankan pada
kesesuaian agama dan akhlak,
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meskipun sebagian ulama juga
memasukkan unsur keturunan, status
sosial, dan kondisi ekonomi sebagai

pertimbangan sosial dalam
perkawinan (Hidayat, 2025). Konsep
tersebut menunjukkan bahwa

perkawinan dalam Islam tidak hanya
memiliki dimensi personal, tetapi
juga berkaitan dengan dinamika
sosial yang berkembang dalam
masyarakat (Qomarsyah et al., 2025).

Sejumlah penelitian
sebelumnya telah mengkaji konsep
kafa’ah dalam berbagai perspektif.
Beberapa studi menempatkan kafa’ah
sebagai konsep normatif dalam
hukum keluarga Islam yang berfungsi
menjaga keharmonisan rumah tangga
dan stabilitas sosial (Fajar & Badr,
2020) (Nurdin et al., 2025). Penelitian
lain menyoroti bagaimana konsep
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tersebut Dberinteraksi dengan nilai
budaya lokal dalam  praktik
perkawinan  masyarakat Muslim
(Faradilah et al, 2023). Dalam
konteks masyarakat Bugis, sejumlah
kajian menunjukkan bahwa praktik
perkawinan tidak dapat dilepaskan
dari sistem stratifikasi sosial serta
nilai kehormatan siri’ yang menjadi
fondasi etika sosial masyarakat (Haq,
2020) (Ipandang et al., 2022). Namun
demikian, sebagian besar penelitian
tersebut  masih  berfokus pada
pembahasan konsep kafa’ah secara
normatif atau pada tradisi perkawinan
Bugis secara umum. Kajian yang
secara khusus meneliti  praktik
kafa’ah dalam perkawinan
bangsawan Bugis pada konteks lokal
tertentu, terutama dalam kaitannya
dengan relasi antara hukum Islam,
adat, dan nilai siri’, masih relatif
terbatas. Kondisi ini menunjukkan
adanya ruang kajian yang perlu
dielaborasi lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan
kajian  tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis praktik
kafa’ah dalam perkawinan
bangsawan Bugis di Desa Balusu,
Kabupaten Barru. Penelitian ini
diarahkan untuk menjawab beberapa

pertanyaan  penelitian.  Pertama,
secara  deskriptif penelitian ini
menelusuri ~ bagaimana  konsep

kafa’ah dipahami dan dipraktikkan
dalam perkawinan bangsawan Bugis
di Desa Balusu serta faktor-faktor
sosial dan budaya yang memengaruhi
praktik tersebut. Kedua, secara
analitis penelitian ini mengkaji
bagaimana praktik kafa’ah tersebut
dapat dipahami dalam perspektif
hukum Islam dan antropologi hukum,
khususnya dalam kaitannya dengan
sistem stratifikasi sosial dan nilai

23

kehormatan siri’ dalam masyarakat
Bugis. Ketiga, secara implikatif
penelitian ini berupaya melihat
bagaimana praktik kafa’ah tersebut
memberikan  kontribusi  terhadap
pemahaman hubungan antara hukum
Islam dan adat dalam masyarakat

lokal serta implikasinya bagi
pengembangan kajian hukum
keluarga  Islam  yang lebih
kontekstual.

Penelitian ini berangkat dari
asumsi bahwa praktik kafa’ah dalam
perkawinan bangsawan Bugis tidak
semata-mata merupakan penerapan
konsep fikih secara normatif,
melainkan hasil dialektika antara
ajaran Islam, struktur sosial, dan nilai
budaya lokal. Dalam konteks
masyarakat Bugis yang masih
menjunjung tinggi sistem kehormatan
siri’ dan stratifikasi sosial, kafa’ah
cenderung dimaknai sebagai
kesepadanan  status sosial dan
keturunan yang berfungsi menjaga
kehormatan keluarga serta stabilitas
relasi sosial. Namun demikian,
perubahan sosial dan meningkatnya
kesadaran keagamaan juga membuka
ruang reinterpretasi terhadap konsep
tersebut. Oleh karena itu, penelitian
ini berupaya menunjukkan bahwa
praktik kafa’ah dalam masyarakat
Bugis merupakan fenomena sosial
yang dinamis, yang terus mengalami

negosiasi antara nilai adat dan
prinsip-prinsip hukum Islam.
Kajian Pustaka

Kajian mengenai kafa’ah

dalam perkawinan telah menjadi
perhatian penting dalam studi hukum
keluarga Islam. Para ulama berbeda
pendapat mengenai unsur-unsur yang
menjadi ukuran kafa’ah, namun
secara umum mereka menyebutkan
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beberapa indikator seperti agama,
keturunan, kebebasan status, profesi,
kekayaan, serta kondisi fisik.
Meskipun demikian, mayoritas ulama
sepakat bahwa kafa’ah bukan
merupakan syarat sahnya akad nikah,
melainkan pertimbangan sosial yang
dianjurkan untuk menjaga stabilitas
dan keharmonisan keluarga (Nurdin
et al., 2025). Dalam perkembangan
pemikiran hukum Islam modern,
konsep kafa’ah tidak lagi dipahami
secara kaku sebagaimana dalam
konstruksi sosial masyarakat
tradisional. Sejumlah kajian
menunjukkan bahwa kafa’ah lebih
relevan dimaknai sebagai kesesuaian
nilai, religiusitas, serta kesiapan
moral dan psikologis pasangan dalam
membangun  kehidupan  rumah
tangga. Penafsiran ini menempatkan
kafa’ah sebagai prinsip etis yang
berorientasi pada terciptanya
keluarga yang harmonis, bukan
sebagai mekanisme pembatasan
sosial  berdasarkan status atau
keturunan (Fajar & Badr, 2020).
Dengan demikian, konsep kafa’ah
dalam perspektif kontemporer lebih
menekankan aspek substantif,
terutama kualitas agama dan akhlak
calon pasangan.

Selain sebagai konsep
normatif dalam fikih, praktik kafa’ah
dalam  masyarakat sering kali
dipengaruhi oleh kondisi sosial dan
budaya lokal. Faradilah dalam
penelitiannya menjelaskan bahwa
penerapan konsep kafa’ah dalam
komunitas muslim tidak selalu
mengikuti konstruksi fikih secara
literal, tetapi mengalami proses
adaptasi sesuai dengan nilai-nilai
sosial yang hidup dalam masyarakat
(Faradilah et al., 2023). Hal ini
menunjukkan bahwa hukum keluarga
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Islam dalam praktiknya sering
berinteraksi dengan norma adat,
sehingga  menghasilkan  bentuk
penerapan yang kontekstual sesuai
dengan struktur sosial masyarakat.
Dalam konteks masyarakat Bugis,
perkawinan memiliki dimensi sosial
dan kultural yang sangat kuat. Sistem
sosial Bugis mengenal stratifikasi
sosial yang membedakan antara
kelompok bangsawan dan masyarakat
biasa. Struktur sosial tersebut tidak
hanya menentukan posisi seseorang
dalam masyarakat, tetapi juga
memengaruhi berbagai aspek
kehidupan sosial, termasuk dalam
praktik perkawinan. Christian Pelras
menjelaskan  bahwa  perkawinan
dalam masyarakat Bugis sering kali
dipandang sebagai sarana menjaga
kesinambungan status sosial serta
memperkuat hubungan antarkeluarga
bangsawan (Pelras, 20006).
Sejumlah  penelitian
menegaskan bahwa
perkawinan  masyarakat ~ Bugis
merupakan hasil interaksi antara
nilai-nilai Islam dan adat lokal.
Penelitian Haq menunjukkan bahwa
tradisi perkawinan Bugis tidak dapat
dilepaskan dari konsep siri’, yaitu
nilai kehormatan dan harga diri yang

juga
praktik

menjadi  fondasi  etika  sosial
masyarakat Bugis (Haq, 2020).
Dalam kerangka nilai tersebut,

perkawinan tidak hanya dipahami
sebagai hubungan personal antara dua
individu, tetapi juga sebagai peristiwa
sosial yang Dberkaitan dengan
martabat keluarga dan komunitas.
Penelitian lain yang dilakukan oleh
Ipandang dan Darlis menunjukkan
bahwa nilai siri’ na pacce memiliki
pengaruh kuat dalam menentukan
norma sosial dalam perkawinan Bugis
(Ipandang & Darlis, 2022). Nilai
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tersebut mendorong keluarga untuk
mempertimbangkan kesepadanan
status sosial dalam memilih pasangan
hidup, karena perkawinan yang
dianggap tidak sepadan dapat
dipersepsikan sebagai penurunan
kehormatan keluarga. Oleh karena
itu, kesetaraan status sosial sering
dipandang sebagai salah satu faktor
penting dalam menjaga
keseimbangan relasi sosial dalam
masyarakat Bugis. Di sisi lain,
beberapa penelitian terbaru
menunjukkan adanya dinamika dalam
praktik  perkawinan  masyarakat
Bugis. Fitriani dan Hendri juga
menemukan bahwa generasi muda
Bugis mulai memberikan perhatian
yang lebih besar pada aspek
pendidikan, religiusitas, serta
kesiapan ekonomi calon pasangan
(Fitriani & Hendri, 2024). Pergeseran
ini menunjukkan adanya proses
reinterpretasi nilai adat agar tetap
selaras dengan perubahan sosial dan
perkembangan masyarakat modern.
Berdasarkan berbagai
penelitian tersebut, dapat dipahami
bahwa konsep kafa’ah  dalam
perkawinan tidak hanya merupakan
doktrin normatif dalam hukum Islam,
tetapi juga merupakan fenomena
sosial yang dipengaruhi oleh struktur
budaya dan nilai lokal. Namun
demikian, sebagian besar penelitian
sebelumnya lebih banyak membahas
konsep kafa’ah dalam perspektif
normatif hukum Islam atau mengkaji
tradisi perkawinan Bugis secara
umum. Kajian yang secara khusus
menyoroti praktik kafa’ah dalam
perkawinan  bangsawan  Bugis,
terutama dalam  konteks lokal
tertentu, masih relatif terbatas. Oleh
karena itu, penelitian ini berupaya
mengisi kekosongan kajian tersebut
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dengan menganalisis praktik kafa’ah
dalam perkawinan bangsawan Bugis
di Desa Balusu, Kabupaten Barru.
Penelitian ini tidak hanya melihat
konsep kafa’ah dalam perspektif
hukum Islam, tetapi juga mengkaji
bagaimana konsep tersebut
dipraktikkan dalam kehidupan sosial
masyarakat melalui interaksi antara
norma agama, adat, serta nilai
kehormatan siri’ yang menjadi bagian
penting dari budaya Bugis.

METODE

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain
deskriptif-analitis (Sugiyono, 2014).
Pendekatan ini  dipilih  untuk
memahami secara mendalam praktik
pernikahan bangsawan Bugis serta

nilai-nilai adat dan sosial yang
menyertainya dalam konteks
masyarakat Sulawesi Selatan.
Penelitian  dilaksanakan  sebagai

penelitian lapangan (field research).
Subjek penelitian meliputi tokoh adat,
bangsawan Bugis, dan tokoh
masyarakat yang memiliki
pengetahuan serta pengalaman terkait
pernikahan adat Bugis. Objek
penelitian adalah praktik pernikahan
bangsawan Bugis beserta nilai-nilai
adat yang memengaruhi
pelaksanaannya.

Pengumpulan data dilakukan
melalui  wawancara  mendalam,
observasi langsung, dan dokumentasi
(Prihastanti &  Hastuti, 2025).
Wawancara digunakan untuk
menggali pandangan dan pengalaman
informan, observasi dilakukan untuk
mengamati  praktik adat secara
langsung, sedangkan dokumentasi
berfungsi sebagai data pendukung
berupa arsip, catatan adat, dan sumber
tertulis yang relevan. Analisis data
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dilakukan secara kualitatif melalui
tahapan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan (Mustanir
et al., 2024). Keabsahan data dijaga
melalui triangulasi sumber dan teknik
guna memastikan validitas dan
keandalan temuan penelitian disertai
refleksivitas peneliti untuk menjaga
kredibilitas temuan (Nowell et al.,
2017).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didasarkan
pada  temuan lapangan  pada
penelitian, yang menyoroti praktik
kafa’ah dalam perkawinan
bangsawan Bugis di Desa Balusu.
Pertama, temuan penelitian
mengungkap bahwa pemaknaan
kafa’ah dalam masyarakat Bugis
bangsawan masih sangat dipengaruhi
oleh struktur sosial tradisional yang
berakar kuat pada sistem stratifikasi
sosial Bugis. Dalam konteks ini,
kafa’ah dipahami terutama sebagai

kesetaraan status kebangsawanan,
yang diyakini memiliki keterkaitan
langsung dengan kehormatan

keluarga (siri’) serta keberlanjutan
identitas sosial bangsawan. Kedua,
hasil penelitian menunjukkan bahwa

proses penentuan kafa’ah tidak
dilakukan secara individual,
melainkan  melalui  mekanisme

kolektif yang melibatkan keluarga
besar dan tokoh adat. Tahapan ini
mencakup  penelusuran  silsilah
keluarga calon pasangan,
pertimbangan reputasi sosial, serta
penilaian terhadap perilaku dan latar
belakang keluarga. Temuan ini
menegaskan ~ bahwa  keputusan
perkawinan dalam masyarakat Bugis
merupakan hasil musyawarah yang
mengedepankan kepentingan kolektif
di atas preferensi personal.
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Ketiga, penelitian
menemukan adanya  fleksibilitas
terbatas dalam penerapan kafa’ah.
Dalam kondisi tertentu, terutama
ketika calon pasangan nonbangsawan
memiliki kualitas agama, akhlak,
pendidikan, dan ekonomi yang baik,
keluarga bangsawan dapat
memberikan  toleransi  terhadap
perbedaan status sosial. Fleksibilitas
ini menunjukkan bahwa meskipun
adat masih dominan, pertimbangan
rasional dan nilai-nilai keislaman

mulai mendapatkan ruang dalam
praktik  perkawinan.  Keempat,
temuan  penelitian = mengungkap
adanya  perbedaan pandangan
antargenerasi terkait konsep kafa’ah.
Generasi tua cenderung
mempertahankan pemahaman
tradisional yang menitikberatkan

pada kesetaraan nasab, sementara
generasi muda lebih menekankan
kesepadanan nilai, visi hidup, dan
kesiapan membangun rumah tangga.
Perbedaan pandangan ini
mencerminkan dinamika sosial yang
sedang berlangsung dalam
masyarakat Bugis kontemporer.
Kelima, dari
keagamaan, hasil penelitian
menunjukkan bahwa masyarakat
memahami kafa’ah sebagai bagian
dari  ajaran  Islam, meskipun
implementasinya sering kali
dipengaruhi oleh tafsir adat. Sebagian
informan menyatakan bahwa kafa’ah
bukan syarat sah perkawinan, tetapi
lebih sebagai pertimbangan etis untuk
menjamin  keharmonisan  rumah
tangga. Pemahaman ini menunjukkan
adanya integrasi antara nilai-nilai adat
dan prinsip-prinsip dasar hukum
Islam. Secara keseluruhan, hasil
penelitian menegaskan bahwa praktik
kafa’ah dalam perkawinan

aspek
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bangsawan Bugis di Desa Balusu
merupakan fenomena sosial-
keagamaan yang kompleks dan
dinamis. Kafa’ah tidak hanya
berfungsi sebagai norma adat, tetapi
juga sebagai mekanisme sosial untuk
menjaga keharmonisan keluarga,
stabilitas sosial, dan kesinambungan
nilai-nilai budaya, sekaligus menjadi
ruang negosiasi antara tradisi dan
ajaran Islam.

a. Kafa’ah sebagai Mekanisme
Sosial dalam  Struktur Adat
Bangsawan Bugis

Konsep kafa’ah dalam

perkawinan keturunan bangsawan
Bugis di Desa Balusu
memperlihatkan adanya dialektika
yang kompleks antara norma adat,
struktur  sosial, dan nilai-nilai
keagamaan. Kafa’ah tidak dapat
dipahami secara reduktif sebagai
sekadar kesepadanan calon pasangan
dalam konteks teknis perkawinan,
melainkan sebagai mekanisme sosial
yang memiliki fungsi kultural dan
struktural. Praktik ini  berfungsi
menjaga kesinambungan identitas
bangsawan, mempertahankan
kehormatan keluarga, serta
memastikan stabilitas tatanan sosial
yang telah terbentuk secara historis
dalam masyarakat Bugis (Rahmat,
2022).

Ditinjau dari perspektif teori
kafa’ah dalam fikih Islam, praktik
tersebut ~ menunjukkan  adanya
perluasan makna kafa’ah dari sekadar
pertimbangan etis ke arah mekanisme
sosial yang bersifat structural (Fajar
& Badr, 2020). Kafa’ah tidak lagi
dipahami semata sebagai
kesepadanan personal antara calon
suami dan istri, tetapi berfungsi
sebagai instrumen sosial untuk
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menjaga stabilitas tatanan adat dan
kehormatan kolektif. Fenomena ini
sejalan dengan pandangan bahwa
dalam praktik sosial, konsep-konsep
hukum Islam sering kali mengalami
kontekstualisasi ~ sesuai  dengan
struktur masyarakat tempat hukum
tersebut dijalankan. Dalam konteks
bangsawan Bugis, penekanan pada
kesetaraan nasab memperlihatkan
bagaimana kafa’ah bertransformasi
menjadi norma  sosial  yang
memperoleh legitimasi adat,
meskipun secara normatif dalam
Islam ia tidak bersifat mengikat
secara hukum.

Dalam perspektif antropologi
hukum, kafa’ah berfungsi sebagai
instrumen kontrol sosial yang bekerja
secara  halus namun  efektif.
Penekanan pada kesetaraan keturunan
dan status sosial dalam perkawinan
berperan mempertahankan stratifikasi
sosial Bugis yang telah berlangsung
turun-temurun (Pelras, 2006).
Masyarakat Bugis mengenal
pembagian status sosial yang ketat,
yang tidak hanya menentukan posisi
individu dalam struktur sosial, tetapi
juga memengaruhi hampir seluruh
aspek kehidupan, termasuk relasi
kekeluargaan, politik lokal, dan
perkawinan.  Oleh  karena itu,
perkawinan antarsesama bangsawan
dipandang sebagai bentuk ideal
karena dianggap mampu menjaga
keseimbangan sosial dan mencegah
terjadinya “ketimpangan simbolik”
dalam hubungan kekerabatan.

Kafa’ah dalam konteks ini
bertransformasi  menjadi  norma
kolektif yang memperoleh legitimasi
adat. Ia tidak sekadar berangkat dari
preferensi  individual, melainkan
merupakan bagian dari sistem nilai
yang disepakati dan direproduksi
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secara sosial (Adhan et al., 2020).
Norma ini diwariskan melalui proses
sosialisasi adat dalam keluarga
bangsawan, mulai dari penanaman
nilai sejak dini hingga keterlibatan
aktif tokoh adat dalam proses
perkawinan.  Dengan  demikian,
pelanggaran terhadap prinsip kafa’ah
tidak hanya dipandang sebagai
penyimpangan personal, tetapi juga
sebagai ancaman terhadap tatanan
sosial dan kehormatan kolektif.

Dalam konteks budaya Bugis,
praktik kafa’ah sangat berkaitan
dengan nilai siri’, yaitu konsep harga
diri, martabat, dan kehormatan yang
menjadi  fondasi  etika  sosial
masyarakat Bugis (Ipandang &
Darlis, 2022). Perkawinan tidak
dipandang semata sebagai ikatan
antara dua individu, tetapi sebagai
peristiwa sosial yang melibatkan
keluarga  besar dan  bahkan
komunitas. Ketidaksesuaian status
sosial dalam perkawinan dapat
dipersepsikan sebagai bentuk
penurunan martabat keluarga dan
berpotensi menimbulkan rasa malu
(siri’ ripakasiri’). Oleh karena itu,
kesepadanan status sosial calon
pasangan menjadi  pertimbangan
utama demi menjaga kehormatan dan
harmoni  sosial di lingkungan
bangsawan Bugis.

Dalam kerangka antropologi
hukum, keterkaitan antara kafa’ah
dan nilai siri” memperlihatkan bahwa
perkawinan berfungsi sebagai arena
reproduksi simbolik status sosial.
Nilai siri’ menjadikan perkawinan
sebagai  peristiwa publik yang
berdampak langsung pada legitimasi
sosial keluarga bangsawan (Haq,
2020). Oleh karena itu, kesepadanan
status sosial dalam perkawinan tidak
hanya dipahami sebagai preferensi
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budaya, tetapi sebagai mekanisme
kontrol sosial yang mengatur perilaku
individu agar tetap selaras dengan
norma  kolektif.  Perspektif ini
menegaskan bahwa praktik kafa’ah
dalam masyarakat Bugis tidak dapat
dilepaskan dari sistem stratifikasi
sosial yang menempatkan nasab
sebagai simbol kehormatan dan
identitas sosial yang harus dijaga
secara turun-temurun.

Selain itu, kafa’ah
berfungsi sebagai
preventif — untuk  meminimalkan
konflik sosial. Kesamaan status
diyakini dapat menciptakan
kesetaraan dalam relasi antarkeluarga
besan, sehingga mengurangi potensi
dominasi, kecemburuan sosial, atau
ketegangan simbolik. Dalam
masyarakat yang masih menjunjung
tinggi nilai kolektivitas, stabilitas
hubungan  sosial  antarkeluarga
dipandang sama pentingnya dengan
kebahagiaan pasangan itu sendiri.
Dengan demikian, kafa’ah berfungsi
sebagai strategi  kultural untuk
menjaga keseimbangan sosial dalam
komunitas bangsawan Bugis.

juga
mekanisme

b. Ketegangan Normatif antara
Adat Kafa’ah dan Prinsip
Hukum Islam

Meskipun memiliki legitimasi
sosial yang kuat, praktik kafa’ah
berbasis keturunan dan status sosial
tidak lepas dari ketegangan normatif
jika ditinjau dari perspektif hukum
Islam. Dalam Islam, kafa’ah tidak
ditempatkan sebagai syarat sah
perkawinan, melainkan  sebagai
pertimbangan sosial yang bersifat
anjuran untuk menjaga keharmonisan
rumah tangga (Amrozi & Rizal,
2025). Oleh karena itu, penerapan
kafa’ah secara ketat dan eksklusif
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berpotensi menimbulkan persoalan
normatif, terutama ketika mengarah
pada pembatasan hak individu dalam
memilih pasangan hidup (Septiani,
2025).

Ketegangan normatif tersebut
dapat dipahami melalui perspektif
living law, yang memandang hukum
sebagai hasil interaksi antara norma
ideal dan realitas sosial (Andini et al.,
2025). Dalam kerangka ini, hukum
Islam sebagai sistem normatif tidak
selalu diterapkan secara tekstual,
melainkan melalui proses adaptasi
dengan nilai-nilai lokal yang telah
mengakar. Praktik kafa’ah berbasis
keturunan di kalangan bangsawan
Bugis mencerminkan bagaimana
norma adat berfungsi sebagai hukum
yang hidup dan dipatuhi secara sosial,
meskipun tidak sepenuhnya sejalan
dengan prinsip normatif Islam.
Kondisi ini menunjukkan bahwa
perbedaan antara adat dan syariat
bukan selalu bersifat antagonistik,
melainkan berada dalam hubungan
dialektis yang terus dinegosiasikan
oleh masyarakat.

Mayoritas ulama menegaskan
bahwa ukuran utama kafa’ah dalam
Islam adalah agama dan akhlak.
Faktor-faktor lain seperti keturunan,
kekayaan, dan status sosial dipandang
bersifat sekunder, kontekstual, dan
tidak menentukan keabsahan akad
nikah (Wahab, 2024). Penekanan
Islam pada agama dan akhlak
mencerminkan prinsip kesetaraan
manusia  di  hadapan  Allah,
sebagaimana ditegaskan dalam ajaran
bahwa kemuliaan seseorang tidak
ditentukan oleh nasab atau status
sosial, melainkan oleh ketakwaannya.

Dalam konteks ini, praktik
kafa’ah di kalangan bangsawan Bugis
yang terlalu menekankan aspek
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kebangsawanan berpotensi
bertentangan dengan prinsip keadilan
dan kesetaraan dalam Islam. Ketika
status sosial dijadikan tolok ukur
utama, maka terdapat  risiko
munculnya diskriminasi simbolik
terhadap individu non-bangsawan,
meskipun mereka memiliki kualitas
religius dan moral yang baik. Kondisi
ini memperlihatkan adanya tarik-
menarik antara norma adat yang
bersifat partikular dan nilai Islam
yang bersifat universal.

Namun demikian, ketegangan
ini tidak serta-merta menunjukkan
adanya pertentangan mutlak antara
adat dan Islam. Dalam praktiknya,
masyarakat Bugis sering  kali
melakukan penyesuaian dengan cara
menafsirkan ulang konsep kafa’ah
agar tetap sejalan dengan nilai-nilai
keagamaan.  Sebagian  keluarga
bangsawan mengakui bahwa agama
dan akhlak merupakan faktor penting,
meskipun belum sepenuhnya
menggantikan pertimbangan status
sosial. Hal ini menunjukkan bahwa
praktik kafa’ah berada dalam ruang
negosiasi antara adat dan syariat,
bukan dalam posisi dikotomis.

Dari  perspektif  sosiologi
hukum  Islam, fenomena ini
mencerminkan  interaksi  antara

hukum normatif dan realitas sosial.
Hukum Islam sebagai sistem normatif
ideal dihadapkan pada konteks sosial
yang memiliki logika dan
kepentingannya sendiri (Jamaluddin
& Sa'adah, 2025). Dalam kondisi
seperti ini, penerapan hukum Islam
tidak bersifat tekstual semata, tetapi
melalui  proses  adaptasi  dan
kontekstualisasi agar dapat diterima
dan dijalankan secara sosial.
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c¢. Dinamika dan Reinterpretasi
Kafa’ah dalam Konteks Sosial
Kontemporer
Temuan penelitian ni
memperlihatkan ~ bahwa  praktik
kafa’ah di kalangan bangsawan Bugis
tidak sepenuhnya statis. Terjadi
pergeseran pemaknaan, terutama di
kalangan generasi muda bangsawan.
Dari perspektif maqasid al-shari‘ah,

pergeseran  pemaknaan  kafa’ah
tersebut dapat dipahami sebagai
upaya masyarakat untuk

menyesuaikan praktik adat dengan
tujuan dasar perkawinan dalam Islam,
yaitu mewujudkan kemaslahatan dan

keharmonisan keluarga (Paryadi,
2021). Ketika kafa’ah dimaknai
secara lebih  substantif dengan

menitikberatkan pada agama, akhlak,
dan kesiapan moral maka ia lebih
sejalan  dengan tujuan  syariat
dibandingkan ~ penerapan  yang
semata-mata berorientasi pada status
sosial. Oleh karena itu, reinterpretasi
kafa’ah di kalangan generasi muda
bangsawan Bugis  menunjukkan
adanya kesadaran baru untuk
menempatkan adat sebagai sarana,
bukan tujuan, dalam membangun

kehidupan rumah tangga yang
sakinah.

Pergeseran  ini  ditandai
dengan meningkatnya perhatian
terhadap aspek religiusitas,

pendidikan, dan kesiapan moral calon
pasangan (Haq, 2020). Fenomena ini
menunjukkan adanya proses adaptasi
budaya, di mana nilai adat tetap
dipertahankan, tetapi tidak lagi
diterapkan secara absolut (Suryadi R
et al, 2026). Adaptasi tersebut
menjadi bentuk kompromi antara
tuntutan tradisi dan realitas sosial
modern.
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Dari perspektif magqasid al-

shari‘ah, pergeseran pemaknaan
kafa’ah tersebut dapat dipahami
sebagai upaya masyarakat untuk

menyesuaikan praktik adat dengan
tujuan dasar perkawinan dalam Islam,
yaitu mewujudkan kemaslahatan dan
keharmonisan  keluarga.  Ketika
kafa’ah  dimaknai secara lebih
substantif dengan menitikberatkan
pada agama, akhlak, dan kesiapan
moral maka ia lebih sejalan dengan
tujuan syariat dibandingkan
penerapan yang semata-mata
berorientasi pada status sosial. Oleh
karena itu, reinterpretasi kafa’ah di
kalangan generasi muda bangsawan
Bugis menunjukkan adanya
kesadaran baru untuk menempatkan
adat sebagai sarana, bukan tujuan,
dalam membangun kehidupan rumah
tangga yang sakinah.

Dari sudut pandang sosiologi
hukum Islam, kondisi ini dapat
dipahami sebagai bentuk living law,
yaitu hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat (Asri
& Nelli, 2025). Kafa’ah sebagai
norma adat mengalami reinterpretasi
agar tetap relevan dan dapat diterima
dalam kerangka nilai Islam. Selama
praktik tersebut tidak menimbulkan
paksaan, diskriminasi berlebihan,
atau ketidakadilan, adat masih
memiliki ruang legitimasi dalam
Islam melalui prinsip al-‘adah
muhakkamah (adat dapat dijadikan
pertimbangan hukum) (Nasaruddin,
2019).

Peran keluarga dan tokoh adat
dalam  menentukan  kesesuaian
pasangan  juga mencerminkan
kuatnya nilai kolektivitas dalam
masyarakat Bugis. Keputusan
perkawinan tidak sepenuhnya bersifat
individual, melainkan merupakan
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keputusan sosial yang melibatkan
keluarga besar (Warming & Susanto,
2024). Dalam konteks ini, kafa’ah
berfungsi sebagai sarana menjaga
kehormatan (siri’) keluarga. Namun,
dominasi keluarga dalam menentukan
pasangan juga berpotensi membatasi
kebebasan individu, terutama ketika
preferensi  pribadi  bertentangan
dengan norma adat yang berlaku
(Andini et al., 2025).

Jika dikaitkan dengan tujuan
perkawinan dalam Islam (maqasid al-
nikah), praktik kafa’ah seharusnya
diarahkan ~ untuk  mewujudkan
kemaslahatan, bukan sekadar
mempertahankan status sosial. Ketika
kafa’ah diterapkan secara fleksibel
dan  proporsional, ia  dapat
berkontribusi  pada  terciptanya
keluarga yang harmonis. Sebaliknya,
apabila diterapkan secara kaku dan
eksklusif, kafa’ah justru berpotensi
menghambat tujuan perkawinan itu
sendiri, bahkan menimbulkan konflik
sosial dan psikologis bagi pasangan.

Dengan demikian,
pembahasan ini menegaskan bahwa
konsep kafa’ah dalam perkawinan
keturunan bangsawan Bugis di Desa
Balusu merupakan praktik adat yang
bersifat dinamis dan kontekstual.
Keberlanjutan praktik tersebut sangat
bergantung pada kemampuannya
beradaptasi dengan nilai-nilai Islam
dan perubahan sosial masyarakat
(Zuhri, 2018). Islam tidak menolak

adat selama tidak Dbertentangan
dengan  prinsip keadilan dan
kemaslahatan. Oleh karena itu,

kafa’ah idealnya dipahami sebagai
sarana etis untuk membangun
keluarga yang sakinah, bukan sebagai
alat  eksklusivitas  sosial yang
membatasi hak individu dalam
memilih pasangan hidup.
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PENUTUP
Berdasarkan pembahasan
yang  telah  diuraikan,  dapat

ditegaskan bahwa konsep kafa’ah
dalam perkawinan bangsawan Bugis
tidak dapat dipahami semata-mata
sebagai doktrin normatif dalam fikih
Islam, melainkan sebagai praktik
sosial yang mengalami
kontekstualisasi dalam struktur sosial
dan budaya lokal. Dalam konteks ini,
kafa’ah telah mengalami perluasan
makna, dari sekadar pertimbangan
etis dalam memilih pasangan menuju
mekanisme sosial yang berfungsi
menjaga stabilitas tatanan adat,
kehormatan keluarga, dan
kesinambungan stratifikasi sosial.

Temuan ini menunjukkan
bahwa penerapan kafa’ah dalam
masyarakat Bugis terutama di Desa
Balusu Barru merupakan hasil
dialektika antara ajaran normatif
Islam, nilai adat, dan sistem
kehormatan siri’. Penekanan pada
kesetaraan nasab dalam perkawinan
bangsawan tidak berangkat dari
keharusan hukum Islam yang bersifat
mengikat, melainkan dari kebutuhan
sosial untuk mempertahankan
legitimasi adat dan identitas kolektif.
Dengan demikian, kafa’ah berfungsi
sebagai instrumen kontrol sosial yang
mengarahkan perilaku individu agar
selaras dengan norma  kolektif
masyarakat.

Dalam kerangka antropologi
hukum, praktik tersebut menegaskan
bahwa hukum Islam dalam kehidupan
masyarakat tidak hadir secara tekstual
dan rigid, tetapi hidup sebagai living
law yang dinegosiasikan dengan
realitas sosial dan budaya setempat.

Selama  praktik kafa’ah  tidak
melahirkan ketidakadilan,
diskriminasi,  atau  pelanggaran
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terhadap prinsip kesetaraan manusia
di hadapan Allah, adat memiliki
ruang legitimasi dalam implementasi
hukum Islam. Oleh karena itu, studi
ini menegaskan pentingnya
pendekatan kontekstual dan
interdisipliner dalam  memahami
hukum perkawinan Islam, khususnya
ketika berhadapan dengan
masyarakat adat yang memiliki
sistem nilai dan struktur sosial yang
mengakar secara historis.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian
ini, disarankan agar tokoh adat dan

keluarga bangsawan Bugis
menempatkan konsep kafa’ah secara
proporsional, dengan lebih

menekankan aspek agama, akhlak,
dan kesiapan moral calon pasangan
tanpa mengabaikan nilai-nilai adat
yang tidak bertentangan dengan
prinsip Islam. Pendekatan yang lebih
fleksibel diharapkan dapat menjaga
keharmonisan rumah tangga
sekaligus menghindari diskriminasi
sosial dalam praktik perkawinan.

Selain itu, tokoh agama dan
lembaga keagamaan setempat
diharapkan berperan aktif dalam
memberikan ~ pemahaman  yang
komprehensif  mengenai  konsep
kafa’ah dalam perspektif hukum
Islam, sehingga masyarakat dapat
membedakan antara nilai adat yang
bersifat budaya dan prinsip syariat
yang bersifat normatif. Bagi peneliti
selanjutnya, disarankan ~ untuk
mengkaji  konsep kafa’ah dalam
konteks perkawinan adat Bugis di
wilayah lain atau melalui pendekatan
komparatif, = guna  memperkaya
khazanah kajian hukum Islam dan
hukum adat di Indonesia.
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